BABII

PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN, SYARAT YANG DISERTAKAN

DALAM PERNIKAHAN, ‘URF
DAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH TENTANG ‘URF

A. Pernikahan dalam Islam

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan biologis yang harus
dipenuhi. Hal ini sudah menjadi ketetapan Allah Swt. Untuk memenuhi
kebutuhan biologisnya, manusia harus mengikuti aturan yang sudah
ditetapkan oleh Allah Swt melalui al-Quran dan Hadis Nabi-Nya. Allah
Swt menjelaskan tata aturan untuk memenuhi kebutuhan biologis
tersebut yang sampai saat ini di kenal dengan istilah pernikahan. Aturan-
aturan tersebut meliputi peminangan, syarat dan rukun pernikahan, hak
dan kewajiban suami istri, sampai akibat dari putusnya perkawinan
tersebut.'

Dengan adanya aturan yang telah dijelaskan di atas, bahwa selain
untuk memenuhi kebutuhan biologis pernikahan juga mempunyai
beberapa tujuan yang sangat mulia, yaitu menjaga diri dari perbuatan
yang dilarang Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah saw.” Selain
tujuan yang telah disebutkan tersebut pernikahan masih memiliki
beberapa tujuan di antaranya ialah menurut Allah Swt untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga

"' M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam , (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.
* Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
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yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam
adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan yang
sah, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga atau rumah
tangga yang damai dan teratur.’

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada
naluri sex, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum
perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang

ternak dengan se enaknya.

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa, penyebutan pernikahan biasanya di ungkap dengan

kata C\;ﬂ\ dan sering juga di ungkap dengan kata CLQJ\. Untuk

ungkapan yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah
satu dari dua perkara dengan yang lainnya” sedangkan ungkapan yang
kedua bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan
untuk arti bersetubuh.® Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk

arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah’

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan
Hukum Agama, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), 23.

* Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta : KENCANA, 2014), 7.

° Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu Juz 1X, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004),

6513.
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Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan /afaz nikah atau
dengan kata-kata yang semakna dengannya.’

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah adalah akad yang
menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang
berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya

; =57
dari syara’.

2. Dasar Hukum Pernikahan
Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa Allah Swt mengatur
tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Quran dan
Hadis Nabi-Nya, Maka mengenai dasar hukum tentang pernikahan juga
merujuk pada keduanya. Di antara beberapa dalil yang bersumber dari
ayat-ayat al-Quran tentang dasar hukum pernikahan adalah:

a. Q.S ar-Rum ayat 21

Jass @) BT el sl S g O el O

P R S S AP IS PR L I
Oy i 58] N EUS 3 0f deDs 835 p =i
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.®

z\\(\’

6 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, 8.

7 Abu Zahrah, A/-Ahwal Al-Syakhsiyah, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1957), 18.

¥ Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syamil
Cipta Media, 2005), 406.
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b. Q.S Yasinayat 36

ij‘wjf)\!‘wm%l&c 3“‘:91; Lgudl T

Oselar ¥
Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi

dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.’

Selain itu juga ada dasar hukum tentang pernikahan yang

bersumber dari Hadis, yaitu:

= f\""’ O ul_e ¢ 35 4 4»\ % S sta\ c,.;fzdls Gl u’ gﬁ\j\
A R RS P PR RN AN w5 of g eblie & Jus L2
G J6 3 A5 I8 ot A JE 106 QL g e G ek
Z;L;J\;&.ACLLM\U,MLMJ\ 5 Hﬁwm&émg}
50 ppaly alad abing § 2 ‘Q‘LU ety r‘*ﬁu‘-" 85 pEl
sy

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami
Rasulullah saw, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah
sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka
sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang
dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan
barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka
sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.

? Ibid., 442.

'% Abi Husain Muslim, S2hih Muslim juz VII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998), 149.
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3. Rukun Nikah

Yang dimaksud dengan rukun nikah ialah sesuatu yang harus ada
yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan. Apabila salah satu
dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka pekerjaan menjadi tidak
sah.'' Sebagaimana halnya dalam sebuah pernikahan apabila salah satu
rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Adapun mengenai rukun pernikahan jumhur ulama sepakat bahwa
rukun nikah itu terdiri atas:'?

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan

pernikahan.

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

3. Adanya ijab dan kabul.

4. Adanya dua orang saksi.

Mengenai saksi Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam Hambali
sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi.
Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam
akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya
(dukhul).”?

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiyah berpendapat
bahwa rukun nikah ialah ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan pertama

yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda

""" Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, 45.
2 Ibid., 47.
"> Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2013), 314.
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ia berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan kabul adalah
perkataan kedua yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan
akad sebagai tanda untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya untuk

melakukan pernikahan.'*

. Syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya
perkawinan. Jika syarat-syarat terpenuhi, perkawinannya sah dan
menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan."’

Syarat nikah sendiri, Imam Muhammad Abu Zahrah membagi
syarat nikah menjadi tiga macam, yaitu Shurut al-sihah, Shurut al-
nufiz, dan  shurat  al-luzom.’°  Sedangkan ulama Hanafiyah
membaginya dalam empat kategori, yaitu Shurut al-in’igad, Shurut al-
sihah, Shurat al-nufiiz, dan shurut al-luzom."’

a. Shurut al-in’igad

Yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad

perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada

akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena
ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Apabila syarat-syarat itu

tertinggal, maka akad perkawinan akan batal. Misalnya pihak-

' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 11 (Beirut: Darl al-Fikr, 2008), 467.

" Ibid., 78.

'® Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 58.
" Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2011) 60.
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pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki

kemampuan untuk bertindak hukum.'®

Shurut al-sihah

Yaitu suatu syarat yang keberadaannya menentukan dalam

perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat

menimbulkan akibat hukum.' Artinya apabila syarat tersebut tidak
terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.

Mengenai shurut al-sihah itu sendiri antara lain:

1) Perempuan yang akan dinikahi itu bukan merupakan mahram,
baik muabbad atau muaggqad bagi laki-laki yang akan
menikahinya. Apabila perempuan tersebut memiliki hubungan
(mahram) dengan laki-laki yang akan menikahinya, maka akad
pernikahannya tidak sah.”

2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua
orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Dikarenakan
akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain yang akan terjadi
dimasa yang akan datang, seperti tetapnya nasab atau ahli
waris. Maka pengumuman terhadap masyarakat ini sangat

dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.’

¢. Shurut al-nufuz

8 Ibid., 60.

' Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 58.

2 Ibid., 59.

' Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61.
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Yaitu suatu syarat yang menetukan kelangsungan suatu akad
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya
perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu. Apabila
syarat tersebut tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya pernikahan.
Seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah
seseorang yang berwenang untuk itu.
d. Shurut al-luzum
Yaitu suatu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan.
Artinya tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu
pernikahan, dengan terpenuhinya syarat tersebut tidak mungkin
suatu pernikahan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.*
Macam-macam shurut al-luzum yang harus dipenuhi di antaranya:
1) Adanya kesekufu’an antara perempuan dan laki-laki yang akan
melangsungkan pernikahan. Apabila perempuan yang berakal
dan baligh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada kerelaan dari
wali asib
2) Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di

lingkungan dimana pihak perempuan bertempat tinggal.”

?2 Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 67.
3 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61.
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B. Perwalian dalam Pernikahan
1. Pengertian Wali
Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab ia
tidak memiliki otoritas untuk itu, baik secara langsung. Juga tidak
memiliki otoritas untuk melaksanakan ijab kabul sendiri. Seorang
wanita harus mempunyai wali yang berhak menikahkannya.**
Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.”
Adapun yang dimaksud wali dalam pernikahan Amir Syarifudin
mengatakan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai

perempuan dalam suatu akad nikah.*

2. Kedudukan Wali
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang
mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.
Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut
kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu
sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta
persetujuannya untuk kelangsungan suatu perkawinan tersebut.

seorang wanita yang sudah mendapat izin dari walinya untuk

** Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 125.
% Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, 165.
*® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 69.
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melaksanakan suatu akad nikah, maka sudah boleh melaksanakan
nikah.?’
Keberadaan wali sebagai rukun dalam suatu pernikahan dijelaskan

oleh hadis Nabi yaitu:

(@
G
2

Artinya: Dari Abi Musa: Rasulullah saw bersabda : tidak sah nika

tanpa adanya wali.

Golongan Hanfiyah dan Syi’ah Imamiyah yang tidak mewajibkan
adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadis
di atas dengan menyatakan bahwa hadis tersebut mengan dua arti*’:

Pertama, tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali,
bukan berarti tidak sah.

Kedua, bila kata tidak itu diartikan kata tidak sah, maka arahnya
adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya,
karena terhadap dua perempuan tersebut ulama Hanafiyah, seperti

jumhur ulama, juga mewajibkan adanya wali.

%’ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 11, 517.
*® Abu sa, Sunan Tirmizi, Juz 111 (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1975), 399.
% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 11, 517.
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Ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap
akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau
masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat.
Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan
perkawinanannya.3 0

Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam
suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah
sunnah hukumnya dan tidak wajib. Keberadaan wali hanya diwajibkan
bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan

dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.*'

3. Orang yang Berhak Menjadi Wali
Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:
a. Wali nasab
Wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan
dengan perempuan yang akan kawin.*
b. Wali mu’thig
yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba

sahaya yang dimerdekakan.”?

c¢. Wali hakim

*® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 70.
31 .
Ibid.
*2 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, 167.
** Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat, 127.
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Orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau

penguasa.

Selain ketiga wali di atas, ada pula yang berpendapat bahwa wali itu
terdiri dari:
a. Wali garib

Yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.

Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak

perempuan yang akan dikawinkannya. la dapat mengawinkan

anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta
persetujuan dari anaknya tersebut.**
b. Wali ab‘ad

Yaitu dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain

dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak

boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi di adalah anak, bila
anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan
ibunya sebagai wali hakim.*’

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak
menjadi wali dalam dalam arti selama masih ada wali nasab, wali
hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih
dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang gar7b.

Bila wali garib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam,

** Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 75.
» Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 11, 518.
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merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada
wali ab‘ad. Apabila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali gar7b
‘adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang benar, maka wali

berpindah kepada wali hakim.*®

4. Syarat-syarat Wali

Semua orang-orang yang disebutkan di atas, tidak selamanya berhak

menjadi wali apabila belum memenuhi syarat-syarat untuk menjadi

wali. Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

a. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang
gila tidak dapat berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat yang
umum bagi seseorang yang melakukan akad.”’

b. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Namun ulama
Hanafiyah berpendapat boleh perempuan yang telah dewasa dapat
menjadi wali untuk dirinya sendiri dan untuk perempuan lain.

c. Muslim dan merdeka, tidak sah orang non muslim menjadi wali
untuk muslim.”® Disebutkan dalam al-Quran surat A/ ‘Imran ayat

28:

do
S 277

va - 2 B P R A RN B IV R ¢ G P!

el 093 e SUL ST e Ball sy Y

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang
kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

*® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 77.

*” Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat, 128.

*® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 11, 518.

*Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 102.
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d. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur ‘alarh. Orang yang
berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan
sendirinya.

e. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak
sering terlibat dalam dosa kecil, serta tetap memelihara muruah
atau sopan santun.

f. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

C. Syarat Yang Disertakan Dalam Pernikahan

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa Imam
Madzhab, ada pula syarat yang disertakan ketika berlangsungnya suatu
pernikahan. Syarat ini di ucapkan bersamaan dengan adanya ijab kabul.
Kedua calon mempelai bisa mengajukan beberapa syarat sesuai dengan
keinginannya. Calon mempelai pria mengajukan syarat kepada calon
mempelai wanita, atau sebaliknya calon mempelai wanita mengajukan
syarat kepada calon mempelai pria.4°

Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik
syarat itu masih termasuk dalam rangkaian perkawinan, atau menyalahi
hukum perkawinan atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh
perempuannya, atau mengandung syarat yang dilarang oleh agama, maka

masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.*’

“*Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6540.
* Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 11, 476 .
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Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada pasangannya
adalah mubah, para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan
boleh mengajukan syarat atau tidak. Apabila syarat yang di ajukan oleh
salah satu calon terhadap pasangannya telah disetujui, maka wajib untuk
memenuhinya. Lebih-lebih syarat yang di ajukan tersebut masih termasuk
42

dalam rangkaian perkawinan dan tidak menyalahi hukum perkawinan.

Hal ini ditegaskan oleh sebuah hadis yang berbunyi:
g 23 ded) e hs 106 (g Bs 106 s 13 Gty Bl

G G5 O Lykh 551 &) dog ole o B dets \;JL;@@;\
ir”Cjﬁj\ o/b\
Artinya: “dari Ugbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah

bersabda, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian
yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”

;L’pgj,wgp@;\d\d;ﬂ\wmdx“op¢w ,L,J:
&

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa setiap calon
mempelai boleh mengajukan syarat-syarat kepada pasangannya, calon
mempelai pria mengajukan syarat kepada calon mempelai wanita, atau
sebaliknya calon mempelai wanita mengajukan syarat kepada calon
mempelai pria. Yang di maksud dengan syarat yang disertakan dalam
pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon
pengantin kepada pasangannya.

Namun tidak semua syarat yang telah diajukan masing-masing

calon mempelai wajib untuk dipenuhi. Artinya apabila syarat yang di

42 Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6541.
* Tirmizi, Jami’ al-kabir at-Tirmizi, Juz 11, (Beirut: Dar al-Gharab al-Islamy, 1996), 425.
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ajukan oleh salah satu pengantin kepada pasangannya masih termasuk
dalam rangkaian pernikahan dan tidak menyalahi aturan pernikahan,
maka syarat tersebut wajib untuk dipenuhi. Apabila syarat yang di ajukan
menyalahi aturan perkawinan atau aturan agama, maka syarat tersebut
tidak wajib untuk dipenuhi.

Mengenai macam-macam syarat yang disertakan dalam
pernikahan, para ulama madzhab berbeda dalam pembagian macam syarat
yang disertakan dalam pernikahan. Walaupun pada akhirnya juga
berujung pada satu pembahasan, yaitu syarat tersebut tidak bertentangan
dengan hukum Islam dan maksud dari suatu pernikahan. Seperti yang

dijelaskan dalam hadis Nabi yaitu:

m SR AR ,Csaal| ;su

s Jy\.;suxa“‘ﬂm»
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4 : %z .
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Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat
kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan
yang halal”

\

1. Syarat yang wajib dipenuhi
Syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat yang termasuk dalam
rangkaian dan tujuan pernikahan, dan tidak mengandung hal-hal yang

menyalahi hukum Allah Swt dan Rasul-Nya, seperti menggaulinya

* Tirmizi, Jami’ at-Tirmizi, Juz 111, (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626.
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dengan baik, memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal yang
palntas.45

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi
Yaitu syarat yang menyalahi hukum pernikahan. Meskipun syarat
ini tidak dipenuhi akad nikahnya tetap sah. Di antara syarat yang tidak
wajib dipenuhi adalah sebagai berikut: tidak mau bersetubuh, kawin
tanpa mahar atau menceraikan perempuan maduannya.46 Syarat-syarat
ini semuanya batal dengan sendirinya, karena menyalahi hukum-
hukum pernikahan dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak

47

suami istri.”’ Hal ini didasarkan pada sebuah Hadis Nabi yang

berbunyi:
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Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat
kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan
yang halal”
3. Syarat-syarat yang hanya untuk perempunnya
Syarat ini merupakan syarat yang faedahnya hanya untuk

perempuannya saja. Seperti suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar

rumah atau kampung halamannya, atau tidak mau di madu.

* Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, 476.
* Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu Juz 1X, 6540-6541.
4 Sayyld Sabiq, Figh Sunnah, 477.
*® Tirmizi, Jami’ at-Tirmizi, Juz 111, (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626.
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Dari pembagian syarat-syarat yang telah dijelaskan di muka,
tentunya masing-masing syarat mempunyai ketentuan hukum tersendiri.
Untuk syarat yang pertama yaitu syarat yang wajib dipenuhi, apabila
salah satu pihak yang melaksanakan akad pernikahan itu mengajukan
syarat kepada pihak yang lain, maka pihak yang dikenai syarat tersebut
wajib utuk memenuhinya.* Kewajiban untuk memenuhi syarat yang
wajib dipenuhi ini ditegaskan dalam surat a/-maidah ayat 1:

< Rg=0o o X_E . 4 % ,‘E,
352200 1535 Iels il e

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad

itu”,

Apabila pada saat berlangsungnya pernikahan, calon yang
menyetujui syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan
pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, maka calon
yang mengajukan syarat tersebut bisa menjadikannya sebagai alasan
untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya.’'

Untuk syarat yang kedua yaitu syarat yang tidak wajib dipenuhi,
pihak yang dikenai syarat tersebut tidak wajib untuk memenuhinya.
Artinya apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, tidak bisa dijadikan
sebagai fasakhnya pernikahan. Syarat tersebut akan batal dengan
sendirinya. Akan tetapi batalnya syarat tersebut tidak mempengaruhi

terhadap kelangsungan akad nikah.

* Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, 478.
*% Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 156.
> Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, 478.
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Untuk syarat yang ketiga, segolongan ulama berbeda pendapat.
Meskipun perbedaan tersebut akhirnya hanya terfokus pada satu titik
yaitu apabila syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum
pernikahan. Ada yang berpendapat pihak yang dikenai syarat tersebut
tidak wajib untuk memenuhinya. Ulama lain berpendapat wajib untuk
dipenuhi, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka bisa dijadikan

fasakhnya pernikahan.>®

D. ‘URF
1. Pengertian ‘Urf

Menurut istilah ahli syara’, secara umum tidak ada perbedaan
antara ‘urf dan adat, dua kata tersebut adalah sinonim yang berarti
‘urf'bisa disebut juga dengan adat.”®> Apabila mereka berkata hukum
ini ditetapkan dengan ‘urf dan adat, bukan berarti adat itu berbeda
dengan ‘urf, bahkan keduanya merupakan satu pengertian. Imam al-
Jurjani dan Hamid Ibn Muhammad al-Ghazali menjelaskan
bahwasannya adat dan ‘urfadalah semakna®

Arti ‘urf'secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan,

atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi

52 11as
Ibid.

> <Abd al-Wahab Khalaf, ZIm Ushul al-Figh, (Kairo: Al-Haramayn, 2004), 89.

> <Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz f7 Usil al-Figh, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 252.
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untuk melaksanakannya dan meninggalkannya. Di kalangan
masyarakat, ‘urfini sering disebut sebagai adat.’

Akan tetapi, ada beberapa ulama’ yang menyatakan bahwa ‘urf
dan adat adalah berbeda. Dimana ‘urf adalah kebiasaan yang berupa
perkataan, sedangkan adat adalah kebiasaan yang berupa perbuatan.
Pandangan ini dikemukakan oleh ‘Abd al-Aziz al-Bukhari. Ada pula
yang berpendapat istilah ‘urfdengan adat merupakan dua istilah yang
berkorelasi dengan rupa umum dan khusus, dimana makna a/-‘adah
lebih luas daripada makna ‘urf, yakni adat digunakan sebagai sebutan
untuk al-‘adah al-ijtima’iyyah (kebiasaan sosial), sedangkan ‘urf
adalah al-‘adah al-fardiyyah (kebiasaan individu). Pandangan ini
dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’.*®

Adapun definisi ‘urf'secara terminologi (istilah), para ahli ushul
figih mengartikannya dengan redaksi yang berbeda-beda, di
antaranya:

a. ‘Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘urfsebagai berikut:

L 5 U5 e W e Oyt S WG
Artinya: “sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh
masyarakat dalam kebiasaanya baik berupa perkataan, perbuatan
maupun bentuk perbuatan yang pasif (meninggalkan).”

b. Menurut pengertian Wahbah al-Zuhaily ‘urfadalah:

> H. Rahmat Syafe’i, //mu Ushul Figih, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 128.

*® Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansin va dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di
Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 78.

37 < Abd al-Wahab Khalaf, ‘//m Ushul al-Fig, 89.
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Artinya: “Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari
setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau
perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna
khusus yang tidak terlaku dalam tata bahasa dan tidak
menimbulkan kesalahfahaman.”

c. ‘Abdul Karim Zaydan mendefinisikan ‘urfsebagai berikut:
L 51 U3 o wts @ e slag sy Aad W i
Artinya: “Sesuatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat
lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam
kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan.”
d. Mustafa Ahmad al-Zarqa yang dikutip oleh Nasrun Harun,
merumuskan definisi ‘urfdengan redaksi sebagai berikut:
g% U5 G g 3R S0
Artinya: “Kebiasaan mayoritas sebuah kaum (masyarakat) baik
berupa ucapan atau perbuatan.”
e. Al-Nisfi (Abdullah bin Ahmad) yang dikutip oleh Wahbah al-
Zuhayli mendefinisikan ‘urfdengan redaksi sebagai berikut:
VLA e pull 50 J3a) g Be 30 G SRR
Aritnya: “sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia
berdasar penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula
oleh tabiat yang sehat”.
2. Macam-macam ‘Urf

Pembagian ‘urfpara ulama ushul figh membagi ‘urfpada beberapa

katagori. Pertama ‘urf dilihat dari segi objeknya, kedua ‘urf dilihat

*¥ Wahbah al-Zuhayli, A/-Wajiz Fi Al-Usul Al-Figh, (Syuria: Dar Al-Fikr, 1999), 97.
> Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz i Usul al-Figh, 252.

% Nasrun Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos, 1996), 138.

8! Wahbah al-Zuhayli, Usu/ al-Figh al-Islami, Juz 11, (Syiria: Dar al-Fikr, 1986), 828.
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dari segi cakupannya, dan ketiga ‘urf dilihat dari segi keabsahan

sebagai hukum syara’.

a. Dilihat dari segi objeknya ‘urfada dua macam yaitu al- ‘urf al-latzi
(kebiasaan yang berupa perkataan), dan al-‘urf al-‘amali
(kebiasaan yang berupa perbuatan).

1) Al-‘urf al-lafzi (kebiasaan yang berupa perkataan)

Adalah suatu kebiasaan yang telah lumrah atau diketahui
oleh masyarakat dengan menggunakan /afaz ‘amm antara
sebagian individu terhadap sebagian individu yang lain. Seperti
penggunaan kata al-dirham digunakan untuk kata a/-naqd
(uang/emas/perak) dalam masyarakat arab.®

2) Al-‘urf al-‘amali (kebiasaan yang berupa perbuatan)

Adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan
dan menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat yang
berimplikasi hukum.® Seperti penggunaan kamar mandi umum
yang dengan bayar sebesar tarif tertentu, tapi tidak ada batasan
berapa banyak air yang dipakai atau berapa lama berada
didalam kamar mandi.

b. ‘Urfdilihat dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua macam yaitu
al-‘urf al-‘amm (kebiasaan yang bersifat umum) dan a/-‘urf al-
khass (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) Al-‘urf al-‘amm (kebiasaan yang bersifat umum)

52 Ibid.
% Tbid.



46

Adalah suatu kebiasaan yang telah diketahui oleh warga
negara atau ahli suatu tempat tertentu, pada waktu tertentu
pula. Seperti kebiasaan orang arab menggunakan lafal haram
bermakna falag untuk menceraikan atau memutuskan
perkawianan.**

2) Al-‘urf al-khass (kebiasaan yang bersifat khusus)

Adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku
pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat
tertentu.®> Seperti ucapan al-dabbah menurut ahli irak ucapan
tersebut khusus untuk kuda.®

c. Pembagian ‘urf dilihat dari segi keabsahannya dalam hukum
syara’, terbagi menjadi dua macam, yaitu al-‘urf al-sahih
(kebiasaan yang di anggap sah) dan al-‘urf al-fasid (kebiasaan
yang di anggap rusak atau jelek).

1) al-‘Urf al-Sahih (kebiasaan yang di anggap sah)

Adalah suatu adat kebiasaan yang telah dikenal oleh
masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat yang tidak
bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang
haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti pembagian

mahar yag didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga

% H. Masykur Anhari, Ushul Figh, (Surabaya: Diantama, 2008), 111.

5 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Penerjemah. Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2005), 419.

5 H. Masykur Anhari, Ushul Figh, 111.
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bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya
sebelum ia menerima sebagian dari maharnya®’
2) Al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang di anggap rusak)

Adalah suatu adat kebiasaan yang telah saling dikenal
manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau
menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.
Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang
beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak atau
upacara perkawinan, juga tentang memakan barang riba dan

kontrak judi.®®

3. Syarat-syarat ‘Urf
‘Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk
menetapkan suatu hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan ketentuan nass baik itu al-Quran
maupun Sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya
‘urf sahih, karena apabila bertentangan dengan ketentuan nass

atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan yang pasti

%7 Miftahul Arifin, Usul figh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media,
1997), 147.
% H. Rahmat Syafe’i, //mu Ushul Figih, 129.
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itu termasuk dalam kategori ‘urf fasid yang tidak dapat dijadikan
dalil untuk menetapkan hukum.®

b. ‘urf tidak berlaku surut. Artinya ‘urf yang dijadikan sandaran
dalam penetapan hukum adalah ‘urf'yang telah ada atau berlaku
pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti
‘urfitu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Apabila ‘urfitu
datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.”

c. Muttarid dan ghalib, yaitu ‘urf harus berlaku secara kontinue
sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh
mayoritas masyarakat. %

d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat,
serta bernilai mas/ahah. Syarat ini menunjukan bahwa adat tidak

mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.”

4. Kehujjahan ‘Urf
Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang
beragam. Sumber hukum Islam yang bisa dijadikan untuk menetapkan
hukum menurut jumhur figaha’ adalah al-Quran, al-Hadis, /jma’ dan

Qiyas. Keempat sumber hukum ini sudah disepakati oleh jumhur

% H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Ialam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), 83.
70 Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz i Usul al-Figh, 265.
71 .
Ibid.
™ Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 377.
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fugaha’ untuk menetapkan sebuah hukum.”” Sumber hukum yang
masih diperselisihkan fugaha’, yakni istishab, istihsan, maslahah
mursalah, shar’'u man gablana, madzhab sahabi dan ‘urf. Meskipun
‘urf'termasuk dalam sumber hukum yang masih diperselisihkan, ‘urf’
merupakan salah satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab
hanafi dan maliky, yang berada diluar lingkup nass.”* Ada beberapa
landasan yang menunjukkan terhadap kehujjahan ‘urz di antaranya:
a. Al-Quran
Mayoritas ulama’ memprioritaskan Firman Allah Swt
dalam al-Quran surat a/-A raf ayat 199 sebagai dasar kehujjahan
‘urf karena sama dengan makna ‘urf dalam terminologi hukum
Islam, yang berbunyi:
e o G gt 1 T
Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan

yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh.”

Kata a/- ‘urf menurut al-Qurtubi adalah sinonim dari kata
al-ma’ruf'yang artinya segala perilaku terpuji yang diterima oleh
akal dan menjadi penetram jiwa masyarakat yang berlaku

dimasyarakat.”®

73 < Abd al-Wahab Khalaf, ‘/lm Ushul al-Figh , 89.

" Muh. Abu Zahra, Ushul Figih, Penerjemah. Saefullah Ma’shum, 416.

7 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 255.

76 Syam al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Vol. VII, (Riyaz: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003),
34e.
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Juga firman Allah Swt dal al-Quran surat a/-Bagarah ayat 180,

yang berbunyi:
3 ALasT G I o) Eaall 1SUa e 13 Kk s

Ao
a7 e s Oyl N

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara
ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

N\

1

Ayat di atas merupakan ayat perintah, yang mana
menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang maruf. Kata
al-ma’ruf artinya sesuatu yang diakui baik. Ayat di atas tidak
diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan
kebiasaan yang baik pada umat, dan suatu hal yang menurut
kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan.”®

Selain ayat di atas, sebagian fugaha’® memprioritaskan
firman Allah Swt dalam al-Quran surat al-Bagarah ayat 233
sebagai dasar kehujjahan ‘urf] yaitu:

Sl 5285 548 A 25501 e

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara ma’ruf.”’

b. Sunnah (Hadis)

7 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 44.
" Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Juz 11 (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1946),

65.

7 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, 57.
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Nass sunnah yang sering dijadikan para fugaha’ sebagai
dasar kehujjahan ‘urf adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang

berbunyi:

° M o~ o -~ L 08 o ¥, o~ R “ fz// a/ 2
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Artinya: Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum
muslimin, maka baik pula disisi Allah Swt, dan seseuatu

yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka
buruk pula disisi Allah Swt.

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya,
menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi
dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang

baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah

Swt.%!

Hadis lain yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan ‘urf

adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu:

PR A% o e (AF . zleq o0 298 (LAE
S oolal Was (5 4 Bas AL ) ) oLk Bas

i\.:l:c ﬁ)\ Lj':p fi&\ jy’?“j JG JG c}&}« C};\ U’; cwj\ja :}3« cg\ﬁbjé-

vl g I Il B sl 855 833 1o
Artinya: Dari Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat
ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah

ukuran ahli Madinah.

% Ahmad bin Hanbal al-Shaibany, Musnad al-imam Ahmad Ibn Hanbal, Vol. VI, (Muassah al-
Risalah, 1999), 84.

81 Muh. Abu Zahra, Ushul Fiqih, Saefullah Ma’shum, 417.

%2 Abi Dawud Sulayman al-Sijistany, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), 519.
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Ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah
timbangan ahli Mekkah, karena kebiasaan penduduk Mekkah
adalah berdagang. Sedangkan ukuran kapasitas yang digunakan
adalah yang biasa digunakan penduduk Madinah, karena
kebiasaan mereka kebanyakan bergerak dibidang pertanian.
Maksudnya adalah apabila terjadi persengketaan, maka ukuran
yang dipakai pada zaman Nabi.®

Berdasarkan beberapa nass syara’ di atas, jelas kiranya
bahwa ‘urf dapat dijadikan sumber hukum Islam. Di antara
beberapa ulama ada yang berkata, ‘wrf adalah syariat yang
dikukuhkan sebagai hukum. Para ulama yang menyatakan bahwa
‘urf’ merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum,
menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak
ditemukan dalam nass. Apabila suatu ‘urfbertentangan dengan
nass, maka ‘urfitu tidak bisa dijadikan sumber hukum.

Adapun salah satu alasan penerimaan adat atau tradisi
adalah syariah diturunkan dengan tujuan mewujudkan mas/ahah
bagi umat manusia. ‘urf mempunyai relasi yang kuat dengan
maslahah, karena mas/ahah menjadi faktor yang ikut menentukan
validitas ‘urf'ketika tidak ada nass tentang hukum yang di ambil

dari ‘urf. Maka dari itu, substansi maslahah yang terkandung

¥ H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, 82.
¥ Muh. Abu Zahra, Ushul Figih, Penerjemah. Saefullah Ma’shum, 418.
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didalam ‘urfdapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya
‘urf’ jika berpotensi mewujudkan mas/ahah, maka ‘urf tersebut
dapat digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya,
apabila ‘urf'tersebut mengandung mafsadah, maka ‘urftersebut
tidak dapat dijadikan sandaran hukum.®

Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada
perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-
muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar
atas perbuatan ‘urfmereka.*®

Madzhab Malikiyah menempatkan ‘urf sebagai salah satu
dalil istinbat hukum. Sistematika dalil 7stinbat madzhab ini telah
dirumuskan oleh Imam Malik secara brurutan, yakni a/-Quran,
sunnah, ijma’, qiyas, ‘amal ahli Madinah, fatwa sahabat, al-
maslahah al-mursalah, ‘urf, sadd al-zariah, istihsan, dan istishab.
Madzhab Malikiyah terkadang menempatkan ‘urf lebih tinggi
daripada hadis ahad dan giyas.

Imam Syafi’i ketika pindah ke Mesir banyak pendapatnya

yang berubah/berbeda daripada ketika ia hidup di Baghdad (Irak),

karena itu terdapat dua pendapat, yakni gau/ gadim (ketika

berada di Mesir), dan gaul Jadid (ketika berada di Baghdad).

Menurut ‘Abd al-Wahab Khalaf adanya dua pendapat tersebut

 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di

Indonesia, 80.

% H. Rahmat Syafe’i, Zimu Ushul Figih, 129.
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dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat atau ‘urf" yang

berbeda pula pada dua daerah tersebut.®’

E. Kaidah-kaidah Figh Tentang ‘Urf
Pengertian kaidah-kaidah figh yaitu hukum-hukum yang bersifat
menyeluruh (kully) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya hukum-
hukum juz7® Terdapat beberapa rumusan kaidah figh yang berkaitan
dengan ‘urf yaitu:
1. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan
sebagai pertimbangan hukum.
382 fsll

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan
hukum”.

2. Kaidah tentang pemberlakuan ‘urfumum dan ‘urfkhusus

& - e A I T A
Vb Tols 1SS 4 S AL el S

Artinya: “’Urf khusus hanya menetapkan hukum yang khusus.”
vl S Bkl 1Y S 1l G

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu
hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”

3. Kaidah tentang hubungan ‘urfdengan makna bahasa

%7 < Abd al-Wahab Khalaf, ‘/im Ushul al-Figh , 90.

® Ach. Fajruddin Fatwa, Ushul Figh dan Kaidah Figiyah, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2013), 10.

% H. Muchlis Usman, Kaiddah-kaidah Ushulivyah dan Fighiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2002), 140.

* Ibid., 67.

' 'H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Ialam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, 85.
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Artinya: “Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada
petunjuk arti menurut adat.”

sk LS G Dyl
Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan
dengan suatu syarat.”

4. Kaidah tentang hubungan ‘urfdengan nass

Artinya: “Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan
yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’.”

Artinya: “Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan
yang ditetapkan berdasarkan nass.”

U ¢ &Sb .i;’f;@g;ﬂp ’.1”53\
Artinya: “Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan
berdasarkan nash.”

RSN ES SRR NI S PRETRS
Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan
tidak ada ketentuannya dalam syara’ dan bahasa, maka
dikembalikan kepada ‘urf.”

5. Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa.

2 Ibid., 87.

% <Abd al-Wahab Khalaf, ‘Zlm Ushul al-Figh, 90.

% < Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz £i Usul al-Figh, 255.

% < Abd al-Wahab Khalaf, ‘/im Ushul al-Figh., 90.

%0 Muhammad ‘Amim al-Barkati, Qawaid al-figh, (Karachi: al-sadf bibalsharaz, 1986), 71.
" H. Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 213.
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Artinya: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat
berubahnya masa.”

S TED B I
Artinya: “Perubahan hukum akibat berubahnya waktu dan
tempat.”

% < Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, 258.
* H. Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), 158



